
SALINAN 

 

 

 

 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

 

NOMOR 12 TAHUN 2020 

 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 74 TAHUN 

2018 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA 

KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

BUPATI SEMARANG, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta 

pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Semarang dan masyarakat dalam upaya pencegahan 

dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan 

Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana 

Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah, perlu sistem penanganan 

pengaduan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Semarang; 

b. bahwa agar penanganan pengaduan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dapat berjalan cepat, efektif, efisien dan sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi, perlu 

meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 74 Tahun 2018 tentang Sistem Penanganan 

Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Semarang;  

 

 

 

 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 

2018 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak 

Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Semarang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga 

dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran   Negara Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5602); 

 

 

 

 



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6250); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 919); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2013 

tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan 

Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana 

Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 
 



MEMUTUSKAN : 

 

 

MENETAPKAN  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 74 TAHUN 

2018 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG. 

 

 

Pasal I 

 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2018 

tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 

2018 Nomor 74), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Semarang. 

4. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara. 

5. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja 

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

Negara atau perekonomian Negara, yang dapat dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) 

tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dengan denda paling 

sedikit 200 (dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) miliar 

rupiah. 

6. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan 

untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui 

upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran 

serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan. 

 



7. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang 

berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi 

tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses 

informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana 

korupsi tersebut. 

8. Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan 

dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau 

akan terjadi yang melibatkan pegawai dan/atau orang lain yang 

berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di 

lingkungan Pemerintah. 

9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Semarang. 

10. Media pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan Pengaduan. 

11. Secara daring adalah keterhubungan dengan internet dan proses data 

dapat langsung diakses publik. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

 

(1) Setiap Whistleblower dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5, dilakukan dengan menyebutkan identitas 

lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung. 

(2) Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat disampaikan secara 

langsung kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui media 

pengaduan sebagai berikut :  

a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah 

Daerah;  

b. melalui website semarangkab.go.id; 

c. melalui sms dan whatsapp; 

d. melalui e-mail; atau 

e. melalui sistem informasi secara daring. 

(3) Pelaksanaan layanan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi 

secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah 

melalui sistem informasi yang dikelola oleh Inspektorat. 

(4) Laporan yang tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak akan ditindaklanjuti. 

(5) Kerahasiaan data Whistleblower akan dilindungi dan tidak akan 

ditampilkan dalam media pengaduan secara daring. 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

 

(1) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola 

dan menindaklanjuti Whistleblower. 

 

 



(2) Dalam melaksanakan penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi 

ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani 

dan mengelola pengaduan. 

(3) Susunan, tugas, dan wewenang Tim Penerima Pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Inspektur Daerah. 

(4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh 

sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan 

pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak 

ditindaklanjuti paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c dan huruf d. 

(5) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 

pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis 

dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung 

laporan/pengaduan tersebut. 

(6) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c dan huruf d serta jelas 

nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan 

mengundang Whistleblower untuk memperoleh tambahan informasi 

sebelum diterbitkannya Surat Tugas. 

(7) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan 

tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak 

memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan. 

(8) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh 

Whistleblower diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, 

dan menjadi sorotan publik. 

(9) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak 

dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut: 

a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah 

dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; dan 

b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah 

dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi Penyidik, yaitu 

Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

(10) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi 

laporan/pengaduan oleh Whistleblower sebelum diterbitkan surat 

tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. penentuan tim audit oleh Inspektur; 

b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan 

c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain 

anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh 

Inspektur. 

 

 

 

 

 

 



4. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni 
ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

 

(1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari 
laporan/pengaduan Whistleblower dituangkan dalam Laporan Hasil 

Audit Investigatif. 
(1a) Rekomendasi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat berupa: 
a. penjatuhan hukuman disiplin; 

b. pengembalian kerugian daerah; dan 
c. penyampaian hasil pemeriksaan/audit kepada aparat penegak 

hukum. 

(2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan 
disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu. 

(3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan 
Whistleblower disampaikan kepada Bupati. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan  Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Kabupaten Semarang. 

 
Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 27-01-2020 

 

       BUPATI SEMARANG, 
 

               ttd. 
 

MUNDJIRIN 

 
Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 27-01-2020 
 

 SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN SEMARANG, 

 
 ttd. 
 

 GUNAWAN WIBISONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 12 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 
 

 

 

LISTINA ARYANI 

NIP. 19690410 199403 2 014 


